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Abstrak: Hubungan antara tradisi dan modernitas
menjadi wacana ,yang penting di antaru para pemikir
muslim konternporer sebagai respon terhndap kemunduran

dunia Arab, khususnya, dan dunia Islam pada umumnya.

Bagaimana menyikapi modernitas tanpa tercerabut dai
akar trad.isi sehingga tetap bisa disebut sebagai otentik
selalu menjadi peldebatan yang tak kunjung usai.
Perdebatan ini juga merambah keilmuan fiqh, mengingat

fkih adalah sentral dalam keberagamaan umat Islam.

Berdasar hal tersebut, tulisan ini akan mtmetakan respon

pemikir muslim, Abdullah Ahmail an-Na'im, Khaled
Abou El Fadl dan Nasr Hamid Abi Zayd, terhadap
modernitas, khususnya dalam konteks keilmuan fiqh.
Sebagaimana fkih adalah lokus dari sandaran perilaku
umat, fresh ijtihad dalam menghadapi perubahan sosial

karena iklim modernitas, menjadi wacana yang layak
untuk diapresiasi.

Kata Kunci: Fiqh, tradisi, modemitas

PENDAHULUAN
Peta pemikiran Arab bisa dilihat pertama-tama dari

realitas yang dihadapi masyarakat Arab. Problem yang
mereka hadapi adalah rnenyangkut hubungan tra disi (turath)

' Penulis adalah dosen Junuan Syari'ah STAIN Ponorogo.
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dan modernitas (al-hadathalt). r Di satu sisi, mereka tidak bisa
Iepas dari serbuan modemitas, baik dalam bentuk material
maupun pemikiran, di sisi lain, dalam menghadapi
modemitas tersebut mereka masih berpegang pada tradisi
masa lalunya. Isu yang berkembang di kaiangan mereka
adalah bagaimana dunia Arab menyikapi problem tradisi
dan modernitas.

Menurut Issa J. Boullota,2 ada tiga kelompok pemikir
yang menawarkan pendapat yang berbeda-beda:

Pertama, kelompok pemikir yang menginginkan dunia
Arab lepas sama sekali dari tradisi masa lalunya, karena
tradisi masa lalu tidak lagi memadai bagi kehidupan era
kontemporer. Kelompok ini menganjurkan agar berubah
haluan dan mengambil modernitas sebagai acuan utama
kehidupan mereka. Kelompok ini disebut sebagai kelompok
yane; menawarkan wacana transformatif.

Kedua, Lelompok pemikir yang mengingilkan bersikap
akor:nodatif, dengan mereformasi tradisi yang selama ini
digeJ,utinya. Tradisi menurut mereka masih mempunyai nilai
tawar yang tinggi bagi dunia Arab, tetapi ada beberapa sisi
tradisi yang perlu direkonstruksi, bukan malah dibabat habis,
karena tidak ada Negara yang bangkit dari tradisi orang lain.
Pola kedua ini disebut dengan kelompok intelektual yang
menawarkan wacana reformatif.

1 Turith arautradisi adalah, suatau peninggalan masa lalu peradaban dominan kita,
yang sampai pada kiu. Se&ng rajdiy' atau moderdtas a&lah masa kekinian peradaban

orang lain yang hadir pada kita, baik dalam bentuk material maupun mental. Hasan
llar:ati,al-Turathawal-ajdil-Maagifutumiial-Turdthal-Qatrun$atro:Makzbahal'
Anjihtal-Misriyah, 1987), 11.
I Issa J . Boullota, De[ onnstnrbsi Trad.ii, Gelegar pemihiran Arab blan, terj.lmam
Khairi (Yogyakarta: LKiS, 2002),4. Bandingkan dengan Lutfi as-Saukani, "klam
Dalam Konteks Pemiktan Pasca-Modern: Pendekatan Menuju Kritik Akal Islam",
dalamJurul Uhm Q;r22, No. 1,Vol. v (1994),25
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Ketiga, Kelompok pemikir yang menginginkan agar

dunia Arat kembali kepada Islam murni, khususnya aliran

saiaf, dengan slogan kembali kepada al-Qur'an dan hadis'

Mereka berasumsi, bahwa kegagalan dunia Arab adalah

karena mereka mereka meninggalkan al-Qur'an dan hadis

sera mengambil secara total tradisi dunia luar, modemitas

yang bukan dari dunia Islam. Oleh karena itu satu-satunya

jalan memajukan dunia Arab ada;lah dengan kembali
kepada sumber asasi Islam, al-Qur'an dan al-hadis.
Kelompok ini disebut dengan kelompok ideal-totalistik.

Ketiga tipologi aliran diatas, sebenarnya saling
melakukan kritik dan koreksi diri. Mereka melakukan tesa,

antitesa dan sintesa. Dan inilah yang kemudian menjadi
konsentrasi perdebatan dikalangan pemikir kontemporer,
seperti Abdullah Ahmed an-Na'im, Khaled M. Abu al-Fadl,
Nasr Hamid Abu Zaid dan Said al-Asymawi. Oleh karena
itu makaiah sederhana ini, ingin memetakan pemikiran
mereka dan pembaharuannya dibidang fiqh.

ABDULLAH AHMAD AN-NA'IM
An-Na'im adalah salah seorang pemikir kontemporer

muslim berkebangsaan Sudan. Ia murid setia Mahmud
Mohammed Taha, sehingga hampir di setiap tulisannya, an-
Na'im selalu menyebut nama gurunya tersebut, hal ini
nampak bahwa pengaruh Taha sangat kuat dalam
membentuk pemikiran an-Na'im seperti sekarang ini.3

Menurut an-Na'im, sifat hubungan yang seolah-olah
transenden, antara Islam (sebagai agama) dengan formulasi
hu-kum Islam historig yang selama ini dikenal seb agai shai'al4

r Tore Lindholm and IGrl Vogt (edt), "Introductiot" , dalam ldamb lzw Refotm and
Hutrun Right ChalLargens and Rejoinder (Oslo: Hordic Human fught Publications,
1993),7
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h,arus "ditangguhkan" terlebih dahulu. Karena bagi an_
Na'im, shari'ah bukanlah keseluruhan Islarn itu ..r,diri,
melainkan hanyalah interpretasi terhadap nas dasarnya yang
dipahami dalam konteks historis tertentu. Oleh karena itu,
ia menolak formulasi-formulasi tradisional dari hukum Islam
yang dikembangkan pada masa pertengahan. Dia juga tidak
menerima usaha-usaha kaum modernis untuk mereformasi
struktur zaman pertengahan, karena pada dasamya mereka
tetap terperangkap dalam asumsi-asumsi epistemologis
zaman pertengahan itu sendiri.a Hal tersebut dikarenakan
shari'ah (huk:urr. Islam historis) yang dikembangkan dan
dipahami oleh muslim selama ini didasarkan hanya pada
ayat-ayat dan pengalaman kongkrit masyarakat Islam di
Madinah pada abad ke-7. Walaupun dasar semacam itu,
mungkin sesuai dengan zaman pertengahan, tetapi an-
Na'irn yakin bahwa terdapat dasar-dasar lain dalam Islam
yang memungkinkan adanya perubahan hukurn Islam agar
sesuai dengan zaman modern. Dasar altematif ini adalah
wahl'u kepada nabi Muhammad pada fase pertama dari
misinya ketika beliau berdakwah di Makkah. Kenapa banyak
ayat-ayat Makkah dihapus dan tidak menjadi dasar
pertirnbangan iitihad hukum?.

Padahal bagi an-Na'im, pesan Makkah merupakan
pesan Islam yang abadi dan fundamental, yang menekankan
martabat yang inheren pada seluruh umat manusia, tanpa
memtedakan jenis kelamin (gender), keyakinan keagamaan,
ras dan lain-laian. Pesan ini ditandai dengan persamaan
antara laki-laki dan perempuan serta kebebasan penuh
untuk memilih dalam beragama dan keimanan. Prinsipnya
adalah 'ismah, kebebasan untuk memilih tanpa ancaman

{ Abdullah Ahrnad an-Na''tm,DekonsmkiSyri'a}, terj. Ahmad Suaedy (Yokyakana;

Lkis,1994), nri
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atau bayangan kekerasan dan paksaan aPapun. Sedangkan
pesan Madinah adalah kompromi praktis dan realistik, ketika
tingkat tertinggi dari pesan Makkah tidak dapat diterima
oleh masyarakat- seiarah abad VII M. Oleh karena itu, apabila
ayat-ayat yang turun dalam pereode Makkah dapat disebut
sebagai ayat-ayat unioersal-egalitaian-demokratik, maka ayat-
ayat Madinah dinamakan ayat-ayat sectarian-diskiminatif.

Untuk itu maka an-Na'irn mencoba mentransformasi-
kan pemahaman dasar-dasar hukum Islam tradisional
sebagaimana yang selama ini berkembang, dan tidak sekedar
mereformasikannya. Sehingga an-Na'im menyajikan dasar-
dasar intelektual untuk interpretasi yang radikal dan
menyeluruh terhadap hakekat dan arti hukum publik Islam,
dengan mengembangkan teori naskh gurunya, Mahmoud
Mohamed Taha, dan memadukannya dengan prinsip-
prinsip umum tentang analisa kongkrit terhadap implikasi-
implikasi hukum publik Islam. Sehingga isu-isu universal
yang menjadi perhatian an-Na'im dalam kajian hukum
Islam antara lain, mengenai hukum pidana, konstitusional,
hukum internasional dan hak-hak asasi manusia.s Dimana
masalah-masalah tersebut selama ini dikenal dan diatur
dengan hukum publik.

Para ulama dan ahli hukum muslim awal, tidak mem-
bedakan antara aspek perundangan, etika dan agama dalam
shari'ah, apalagi memilah bidang-bidang hukum tertentu
secara terpisah. Akibatnya, prinsip-prinsip dan aturan-
alo;:ran shai'ah yang sesuai dengan apa yang dikenal dalam
terminologi modern sebagai hukum pidana, pembuktian dan
prosedur hanya dapat disarikan dari risalah dan fiqh Islam
yang umum dan luas.

' Ibid.,4
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Sementara itu para penulis modem telah mengidentifi-
kasi tiga kategori pokok pelanggaran, yakni hudiil, jinayah
dan ta'zlr. lrudid dikatakan dikatakan suatu pelanggaran
dimana hukuman khusus dapat diterapkan secara keras
tanpa memberikan peluang bagi pertimbangan, baik
lembaga, badan maupun jiwa seseorang. Jinayat mencakup
pelanggaran pembunuhan dan melukai anggota badan, dan
dikenai hukuman, baik dengan 4isas (pembalasan yang
setinrpal) ataupun membayar diyat (dend,a dengan uang/
senilai) bagi korban atau diberikan kepada sanak familinya.
Katel;ori terakhir, ta' zlr,men\uk pada kekuasaan kebijakan
yang tersisa bagi penguasa, para hakimnya dan wakil-
wakilnya untuk memperbarui dan mendisiplinkan pada
warganya.6 Selaniutnya unsur-unsur setiap pelanggaran
disendirikan, dan aturan-aturan pembuktian serta prosedur
yang harus diterapkan dibicarakan secara terpisah tanpa
mengembangkan prinsip umum yang dapat diterapkan pada
semua pelanggaran. Pendekatan ini menurut an-Na'im
terlalu rumit dan fragmentatif untuk menopang hukum
pidana modem. Padahal prinsip-prinsip umum tanggung-
jawab pidana (criminal Responsibility), kini telah diterima
sebagai kebutuhan untuk menentukan elemen-elemen mental
dan fisik mana yang dapat dimasukkan sebagai kejahatan.
Selain itu, kompleksitas tindak pidana memerlukan
pert imbangan umum tentang berbagai hal, misalnya
mengenai perencanaan kejahatan, persekongkolan dengan
orang lain dan tanggungjawab bersama bagi beberapa orang
yang terlibat dalam suatu pelanggaran pidana.T

Selaniutnya apabila kategori-kategori lpdnd, jiniy ah

dan ta'zlr yang terpisah telah dihubungkan umpamanya,

6 tb l.2@
? Ibid.na
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namun aturan-aturan pembuktian yang sebelumnya diartr-
kulasikan oleh para ahli hukum awal, tetap memunculkan
problem umum. Karena diskriminasi terhadap PeremPuan
dan non-muslim dibawa kedalam hukum pembuktian,
dengan menolak perempuan dan non- muslim yang
sesungguhnya berkompeten untuk meniadi saksi dalam
beberapa kasus atau membatasi kompetensi mereka dalam
hal-hal yang lain. Bila kesaksian perempuan diterima, rnisal-
nya, masih disyaratkan dua saksi perempuan sedangkan
laki-laki cukup satu orang. Sehingga gambaran-gambaran
diskriminasi terhadap perempuan dan non-muslim, hanya
dapat diselesaikan dengan revisi fundamental terhadap
berbagai asumsi dasar dan orientasi shai'ahhistoris. Dengan
demikian tampak jelas, bahwa perumusan kembali aturan-
aturan pembuktian yang ada. dengan kompetensi kesaksian
yang mendasarkan pada criteria lain yang obyektif diluar
gender dan agama, merupakan suatu keharusan bagi
penerapan hukum Islam modern secara umum, dan hukum
pidana khususnya karena aturan-aturan yang paling
diskriminatif diterapkan dalam wilayah hukum pidana ini.8

Memang umat Islam tidak perlu meniru secara buta
model prosedur pidana tertentu. Perbedaan-perbedaan
substansial antara model-model yang ada dan perubahan
yang terus menerus dalam masing-masing model jelas
menunjukkan sifat system perundang-undangan modern
yang dinamis dan organik. Dengan demikian juga tidak
dapat dijelaskan secara masuk akal, bahwa hukum pidana
Islam modern secara otomatis harus mengadopsi posisi
apapun dari sistem perundang-undangan tertentu. Yang
diperlukan adalah respons Islam yang sistematik dan
manusiawi atas kepedulian yang mendasari aturan-aturan

3 tb;,1234
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pembuktian dan prosedur tersebut serta lainnya. Karena
dalarn tradisi perundang-undangan umum kita juga mene-
mukan, bahwa jurisdiksi yang berbeda telah mengadopsi
pandangan-pandangan yang berbeda menyangkut isu-isu
tertentu. Disamping bahwa masing-masing jurisdiksi secara
terus-menerus juga berubah dalam merespon pertimbangan-
pertimbangan kebijakan yang bertentangan yang mendasari
posisinya.e

KHALED MEDHAT ABOU EL FADL
Khaled Aboe El Fadl, adalah professor hukum Islam di

fakultas hukun UCLA, Amerika Serikat. Lulusan Yale dan
Princeton- sebelumnya menggeluti studi keislaman di Kuwait
dan Mesir. Aboe El Fadl piawai dalam menguraikan nilai-
nilai Islam klasik dalam konteks modern. Aboe El Fadl
disebut-sebut seba9i " an enlightmed paragon of libenl lslam"
(tauladan tercerahkan dari islam liberal). Selain penulis
prolific dalalJi tema universal moralitas dan kemanusiaan,
Aboe el Fadl iuga dikenal sebagai pembicara publik
terkemuka. Dia akti{ dalam berbagai organisasi HAM. Karya-
karyanya telah banyak dipublikasikan, diantarany a; Melataan
Tentara Tuhan (Serambi, 20O3), Musyawarah Buku (Serambi,
2002), Rebellian and ztiolence in lslamic Law (2001) dan, lslam
and Challenge of Democracy (2003).

Kaiian kritis keagamaan memasuki babak baru,
tepatnya setelah ilmu penafsiran teks dan kajian kritis
keagamaan yang lazim disebut hermeneutik, diadopsi oleh
sebagian kelangan umuat Islam. Karena memang kajian kritis
gaya hermeneutik merupakan tradisi Yunani, yang
kemudian diadopsi oleh Kristen yang digunakan untuk
mengatasi yang dihadapi teks Bible.1o

'Ibi/1.2i6
1o lJaty ono,E' Hermener tik Sebuah i,taode Fikafal (Yogyakana: 191), 23
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Sebenarnya dalam studi keislamaan, pendekatan
hermeneutik telah dirintis oleh Ibn Khaldrin.lr Ibn Khaldun
berpendapat bahwa sebuah tradisi akan mati, kering dan
mandek apabila tidak dihidupkan secara konsisten melalui
penafsiran ulang sejalan dengan dinamika sosial. Maka al-

Qur'an yang berposisi sebagai teks suci bagi umat Islam
sudah barang tentu sangat memerlukan analisis-analisis
keislaman dalam mengembangkan pemahaman terhadap al-

Qur'an. Ini berarti pula bahwa hermeneutik dapat
dijadiakan sebagai disiplin kolaborasi keilmuanantara teori
interpretasi teks dan kultur serta kesejarahan umat Islam.
Dengan demikian, maka kultur dan kesejarahan umat dapat
memberikan bantuan analisis yang mengakomodasikan latar
belakang terbentuknya al-Qur'an dan kematangan teori
hermeneutik. Sehingga dari sini ada titik temu yang dapat
diusung dalam membangun penafsiran al-Qur'an dan kajian
kritis keagamaan yang lebih multi disiplin ilmu. Oleh karena
itu pertanyaan pokok yang dikemukakan oleh Abou El Fadl
adalah, bagaimana sesungguhnya hubungan antara teks,
pengarang dan pembaca dalam dinamika pergumulan
pemikiran hukum lslam (Islamic lurisprudence) pada
khususnya dan pemikiran-pemikiran dalam studi keislaman
pada umumnya.

Abou El-Fadl secara tegas membedakan antara
pengefiian sharl'ah dengan fiqh. Menurutnya, sharfah dalam
konteks hukum dan teologi Islam, berarti jalan yang
diberikan Tuhan kepada manusia, jalan untuk menentukan
kehendak Tuhan. Dengan demikian maka shari'ah tidak

" Usaha Ibn Khaldttr ini, kemudian dilanjutkan oleh beberapa cendekiawaa, termasuk
diantaranya Arkoun, dalam mengkaji studi ke-islam-an menaruh perhatian yang sangat

tinggi pa& teori Hermeneutik. Lihat, Abdur rehman llasdi. Membangun Peradzpan
Unat PerPaht{ $sal, Poliik dan Humanistte dahn Islzn $4etr. l*ptr/an,2@1),
18
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hany'a sebatas pada hukum positif saja, tetapi juga mencakup
nilai moral dan etika serta proses hukum itu sendiri.
Sedangkan fiqh (pemahaman), dalam konteks hukun Islam
berar:ti proses penalaran hukum yang melahirkan ketentuan
hukum Islam, secara umum fiqh juga digunakan untuk
memahami hukum.l2

Isu-isu yang bermunculan dewasa ini, bermuara pada
'pertikaian politik ideologis' yang ingin memberikan maksud
dan tujuan sepihak terhadap perumusan dan pengambilan
keputusan fatwa-fatwa. Lebih sulitnya lagi, penafsiran dan
keputusan itu terus berubah sehingga sesuai dengan kepen-
tingan dan keinginan politiknya. Lebih jelas dari pertikaian
penafsiran tersebut misalnya tentang kekuasaan, gender,
kepemimpinann perempuan, partai Islam, kekuasaan Negara
Islam, keharusan hukum Islam dan kekafiran. Isu-isu tersebut
dipe::tahankan dengan menggunakan teks-teks hukum Islam
klasik yang sebenarnya telah berhenti beberapa abad silam,
dengan tanpa mengadakan pengkajian secara metodologis
yang akurat dan memadai. Maka yang terjadi bukan
mendapatkan solusi, melainkan bentuk peniajahan baru
terhadap manusia, atas nama hukum Islam, yang dalam hal
ini sekaligus atas nama Tuhan. Sehingga ketegangan Paling
menonjol adalah hubungan yang menggelisahkan antara
otoritas - teks dan konstruksi - teks yang bersifat otoriter.l3
Apa yang disuarakan oleh sang penafsir kemudian dianggap
dan diterima sebagai'suara Tuhan sendiri. Oleh karena itu
menurut Abou El-Fadl, para tokoh agama tidak lagi
berbicara tentang Tuhary melainkan berbicara "atas nama
Tuhan', atau bahkan menjadi "corong Tuhan". Nah, ketika

'r Khaled M. Abou El-Fadl,Atasrutufiil*4DariFtqb Owito he Fiqb Aotuarif,te\
Cecep Lukman Yasin flakarta: PT. Seradbi Ilmu Semesta, 2004), 542dro5@
t' bid.,16.
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pendakwaan absolut ini menyatu dengan kekuasaan
despotik, maka kita menemukan "perselingkuhan agama"
dengan "kekuasaan", yang sangat berbahaya sebagai
"otoritarianisme" atau kesewenang-wenangan pembaca.

Otoritarianisme ini terjadi dengan tanpa mempeduli-
kan aturan metodologi pengambilan keputusan hukum yang
telah dilakukan oleh ulama-ulama klasik. Para ulama
tersebut dengan mudah mengeluarkan fatwa pada setiap
persoalan yang dihadapi tanpa memperdulikan nilai-nilai
universal. Bahkan fatwa-fatwa yang disampaiakan bersilat
monolitiklinier dan tidak peka terhadap perkembangan
umat. Ulama tersebut dengan angkuh mengatakan bahawa
seseorang tidak perlu berfikir tentang hal-hal seperti gender
atau fatwa-fatwa keagamaan Islam tentang perempuan.
Padahal menurut Abou El-Fadl fatwa keagamaan Islam yang
problematik antara lain, mengenai pelarangan wanita
mengunjungi makam suami, wanita mengeraskan suara
dalam berdo'a, wanita mengendarai atau mengemudikan
mobil sendiri, wanita harus didampingi mahram ketika
bepergian. Fatwa-fatwa tersebut menurut Abou El-Fadl
dianggap sebagai tindakan merendahkan - untuk tidak
menyebut menindas - perempuan, yang tidak dapat
ditoleransi pada era sekarang ini. Fatwa-fatwa tersebut
dikatakan berlindung dibawah teks (nas), yang mengklaim
bahwa itulah sebenarnya "dikehendaki oleh Tuhan".
Apabila demikian halnya, maka kompetensi dasar seperti
apa yang dimiliki seseorang, kelompok, organisasi atau
institusi keagamaan yang berani mengatasnamakan diri atau
lembaga sebagai pemegang tunggal penafsir dan sekaligus
pelaksana perintah Tuhan.la

" M- Ani:a Abdtilah, Perulefuun Hetnoteutih Dalzm Stud.i Fanoa-FarumKeagatnaan
(Yogyakarta, makalahDipresenrasihan, 2004), 2.
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Otoritarianisme tafsir, dengan "menggunakan
kekuasaan Tuhan", meraialela dan melekat pada fatwa-
fatura keagamaan. Otoritarianisme tersebut dipergunakan
untuk membenarkan tindakan sewenang-wenang, serta
betapa sempit dan rigidnya para ulama dalam menyimpul-
kan pembacaan mereka terhadap teks (al-Qur'an dan Hadis)
dalam memahami dan menginterpretasikan teks terhadap
persoalan-persoalan kontemporer. Dengan munculnya
otoritarianisme ini membuat Abou el-Fadl mengalami
kegelisahan akademik untuk membongkar "otoritarianisme"
dalerm proses penafsiran teks keagamaan, sehingga akan
terbuka celah untuk menembus "khazanah klasik" yang
dicintainya. Selain itu muncul pula kegelisahan teologis,
yang teriadi karena adanya "sikap ulama" yang sewenang-
wenang melakukan monopoli makna dan maksud atas teks,
dan melakukan klaim serta perampasan atas hak Tuhan atau
pelaksana perintah Tuhan serta meniadikan diri mereka
sebagai Tuhan (pengarang teks, author), atau sebaliknya
menggunakan kekuasaan Tuhan untuk berbicara, bertindak
dan bersikap atas nama Tuhan.

Dengan dasar pemikiran diatas, Abou el-Fadl
menyajikan sebuah kerangka konseptual untuk membangun
gagasan tentang "otoritas". Berusaha mengidentifikasi
penyalahgunaan "otoritas" dalam hirkum Islam. Abou el-
Fadt tidak merujuk pada "otoritas kelembagaan', tetapi pada
"otoritas persuasif" dan "otoritas moral". Abou el-Fadl lebih
menaruh perhatiannya pada gagasan tentang "pemegang
otoritas" dalam hukum Islam yang tentu dibedakan dengan
"otoritarianisme". Artinya Abou el-Fadl berusaha menggali
gagasan tentang bagaimana seseorang "mewakili suara
Tuhan", tanpa menganSgap dirinya sebagai Tuhan atau
setidaknya tanpa ingin dipandang sebagai Tuhan.ls Dan

t\ Abon el-F adl, A as ruma.,., 2
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dengan demikian, maka Abou el Fadl ingin mengembaiikan
ilmu yurisprudensi hukum Islam sebagai sebuah epistemologi
dan sekaligus sebagai metode penelitian, dan bukan hanya
sebagai keilmuan Islam yang bemuansa politis dan otoriter.

NAER IIAMID ABU ZAYD
Nasr Hamid Abi Zayd lahir di Tantra, Mesir pada 10

Juli 1943. Dia menyelesaikan studinya (BA: 1972- Arabic
Studies, MA: 1977- Islamic Studies, PhD: 1981- Islamic
Studies) di Universitas Cairo. Bekeria di universitas yang sama
sejak 1982. Pada tahun 1992, dipromosikan sebagai
professor, tetapi ditolak karena hasil kerja dan pemikirannya
yang kontroversial, dan menyebabkannya divonis "murtad",
yang dikenal dengan Qad.iyah Nasr Hamid Abi Zayd. Ba:rt
pada Juni 1995 dia menjadi professor penuh. "Pemurtadan"
Abu Zayd tidak berhenti sampai disitu, tetapi masih terus
berlanjut hingga pengadilan banding Kairo menetapkan
Abn Z,ayd, harus menceraikan isterinya. Semenjak peristiwa
tersebut, ia meninggalkan Mesir dan menetap di Netherlands
bersama isterinya. Di Netherlands Abu Zayd semula meniadi
professor tamu studi Islam di Universitas Leiden sejak 26

Juli 7995, akhirnya pad,a 27 Desember 2000 Abu Zayd
dikukuhkan sebagai Guru Bear Tetap di Universitas [.eiden.r6

Abi Zayd Hamid hidup dalam hegemoni wacana
agama Islam yang terisolasi dari dunia ilmu pengetahuan
Barat. Perhatiannya yang sangat besar dibidang interpretasi
al-Qur'an mendorongnya untuk bereksplorasi dengan filsafat
Barat, yakni tentang hermeneutika, sebagai upaya dialog
keilmuan antaraa ilmu keislamandengan ilmu Barat.
Pemikiran keagamaannya terbangun sejak usia sebelas

'6 MocL Nur Ichwan, Meretzs K*tjaaaot Kri* alQ*tbtt Tani Henoettifu I'tzsr
Ilznid Afu Zayd @ardrrg Tenju, 2@3), 194.
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tahun, ketika ia bergabung dengan ikhwan al-Muslimin,
yakni organisasi Islam yang beranggotakan islamist moderat.
Bergrbungnya Abn Z,ayd, dalam organisasi tersebut sedikit
banyak mempengaruhi terhadap cara pandangnya mengenai
Islam dan pemikiran Islam. Selanjutnya pergumulannya
dengan dunia sastra mengantarkannya untuk bersentuhan
dan bermesraan dengan teori dan kritik sastra serta filsafat
termasuk di dalamnya hermeneutika. Sementara perhatian-
nya tr:rhadap pemikiran Islam membawanya untuk berdialog
dengan pendekatan-pendekatan ilmiah barat, rasionalisme,
kritisisme, dan fenomenologi.

Menurut Abi Zayd,, wacana keagamaan yang
berkembang dan tumbuh subur di rursyarakat Islam, tidak
dapat berhubungan, berdialog; bahkan menyentuh ilmu
pengetahuan yang berkembang pesat di dunia Barat seiak

abad XVI hingga abad XX masehi. Terisolasinya wacana
keag;rmaan dari ilmu pengetahuan tersebut karena paradigm
dan mekanisme berfikir yang digunakan para cendekiawan
muslim. Dalam pandangan Abi Z,ayd, baik Islamis radikal
maupun islamis moderat memilki paradigma dan mekanisme
berfikir yang sama, yakni merujuk pada pola berfikir
hakirniyyah dan pembacaan nas, teks yang subyektif.
Meskipun pada akhirnya ada upaya untuk kembali kepada
kemurnian Islam dengan maraknya gerakan pembaruan
pemikiran Islam, namun masih saia berkutat pada belenggu
tahkim al-nas, menjadikan nas sebagai hukum (sumber
segalir sumber hukum). Padahal untuk kembali pada Islam,
harus dengan mengembalikan otoritas akal dalam pemikiran
dan kebudayaan.lT

Tahkin al-nas adalah cara berfikir yang selalu menjadi-
kan nas sebagai legitimasi penyelesaian semua persoalan

tlb 1.,l03.
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yang dihadapi dalam masyarakat muslim, meski terkadang

cenderung dipaksakan. Atau tidak beranjak dari nas yang

tersurat, dan memaksakan diberlakukannya hukum yang
tertulis dalam nas tanpa ada kesediaan mencari makna yang
ada dibalik yang tersurat, sehingga nas-nas y.rng diklaim
memiliki sifat universal itu menjadi sempit kebermakrnarmya
dalam masyarakat yang plural. Hilangnya otoritas akal dan
penolakan terhadap perbedaan serta keberagaman
(pluralitas) pendapat, bertumpu pada prinsip yang
seharusnya tidak dimilki umat Islam, yakni: mensejajarkan
posisi Tuhan dengan manusia. Tuhan dengan segala sifat
kesempurnaannya diposisikan sejajar dengan manusia,
dengan segala sifat kekurangan serta kealpaannya. Dengan
kata lain, Kalam Allah dengan segala kesempumaannya,
diturunkan dengan menggunakan bahasa yang dapat
dipahami oleh manusia. Sementara akal manusia dengan
segala keterbatasannya, mencoba memaharni Kalam Allah
tersebut. Proses yang sedemikian ini" tidak mustahil dapat
menjadikan Kalam allah yang sempuma itu terdistorsi oleh
keterbatasan akal manusia dalam memahami pesan-
pesannya.ls

Selanjutnya menurut Abu Zayd,, kajian terhadap teks
agama yang selama ini berkembang, jauh dari aspek
kesejarahan. Yang dimaksud disini, bukan jauh dari
peristiwa sejarah yang menyertai turunnya nas, yang biasa
disebut asbaA aLnuzul, tetapi jath dzri historisitas makna yang
terkandung dalam teks. Kajian ini biasanya biasanya
merupakan kajian terhadap historisitas bahasa teks, terma-
suk didalamnya masalah bahasa dan budaya masyarakat
yang memproduk, membangun, atau menyusun teks
tersebut.le Padahal seharusnya kajian terhadap sebuah teks

13 lbirl. t04.
,'bii.r18.
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tidak hanya berhenti pada makna yang tersurat teks tersebut,
melainkan apa yang dimaksud dibalik makna teks
(signifikansi) yang tersurat.

Teks yang menjadi obyek kajian, juga tidak disentuh
secara menyeluruh. Meskipun semua wacana keagamaan
membenarkan dilakukannya kajian ulang terhadap teks-teks
keagamaan, dengan menggunakan pendekatan yang
berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, namun
hanyil terbatas pada persoalan perundang-undangan agama
(fiqh), dan sama sekalai tidak menyentuh bahkan menolak
kajian terhadap persoalan aqidah dan ceritarerita agama,m
Teks-teks tentang aqidah seharusnya diperlakukan sama,

sebagaimana teks fiqh (perundangan) yang terus dikaji,
sehingga ditemukan substansi makna, bahkan yang ada
dibalik substansi tersebut, demikian iuga dengan cerita-cerita
dalam teks tersebut. Apabila teks agama (al-Qur'an) dikaji
secara menyeluruh, tanpa ada diskriminasi obyek kajian,
dengan menggunakan paradigma dan pendekatan ilmu
pengetahuan yang berkembang akhir-akhir ini, sebagaimana
yang disarankan baik M. Arkoun maupun Ibrahim Ibn Abi
Rabi', maka universalitas al-Qur'an akan dapat dirasakan
oleh tidak hanya masyarakat muslim, bahkan oleh semua
manusia.2l

Kajian teks agama semula dilakukan, dengan cara
pembahacaan dan penafsiran saja, dengan cara pendekatan
ilmu-ilmu al-Qur'an dan bahasa. Dalam perkembangannya
kajian teks beralih menggunakan paradigma ilmu-ilmu
humaniora dan ilmu sosial. Selanjutnya kajian teks
menggunakan paradigm hermeneutika dalam filsafat. Salah

n bill.
'l Mohammad Arkoun,Nalar klzmi dan t,lalar ModcnL MagaiTantanpardar lahnturt, lohanHeadiker aJ. (eds) flakana: IM S, 1994),5.
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satunya adalah kajian teks agama dengan menggunakan
pendekatan kritik sastra dan semiotik. Nah, dua paradigma
terakhir tersebut, (ilmu humaniora, ilmu sosial dan
hermeneutika dalam filsafat) yang nampaknya ingin
dikembangkan oleh Abu Zayd dalam melakukan takwil
terhadap teks agama (al-Qur'an), yang dikenal dengan
hermeneutika al-Qur'an.

Secara etimologi, kata takwil sepadan dengan
interpretation, explanation yang bermakna penjelasan."
Sedangkan secara terminologi Abu Zayd mendefinisikan kata
takwil sebagai upaya mengembalikan sesuatu yang nampak
dari topik kajian kepada alasan awal atau asal sebab,
menielaskan makna kejadian atau peristiwa, menjelaskan
alasan atau sebab yang tersembunyi, penelitian dan
pencapaian turuan, atau meneliti makna pertama atau
pengertian semula.a

Sedangkan kaitan takwil dengan kajian teks agama
adalah, menjelaskan makna asal sebuah teks. Artinya
menjelaskan makna teks dengan segala macam historisitas-
nya, termasuk didalamnya historisitas penulis, (sumber,
pemilik ide teks), budaya, juga bahasa. Itulah sebabnya perlu
menggunakan paradigma sejarah, sosiologi, antropologi dan
philologi, ungtuk mengungkap makna yang sesungguhnya
dimaksud oleh author, penulis teks agama. Pembacaan
secara ekstrim dengan cara ini, tidak mustahil dapat
menyebabkan sebuah teks kehilangan kebermaknaannya.
Hilangnya kebermaknaan teks disebabkan karena
mengabaikan, keberadaan interpreter dengan segala macam

'?! 
LlznsV ehr,A Diaiotury of Mdot Wittn A:,abi,lMthorC,<>wan (ed) (Bairut:

Maktabah Lubnarr, 1980), 35. Atabik Ali darr Ahmad Ztthdi Mthdlo, Kamas

Kontaprer Arab hdoasriz (YogatranaYayasanAli Maksum Ponpa frrapy& 1996),

391.

'?r Nasr Hamid,,Mla l-Khiub al-Din (Meir: Sina li al-Nasr, 1994), 140
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2' Ideologi yang dirneksudLen disini addah orientasi etaupun keyakinan iaterpmer,
yeng membimbingnya memberikao interpretsi terhadap sebruh teks, yrog
dia hiadari. Ideologi dapat berupa ideology, politit, nasioualisme, sosial, bahkea

3 NzsrIJ:eJm;4 I'lad cl-Kbit4b dl-Din, 142.

ideologi yang ingin diperiuangkannya, tidak mendapat
legitima.si dari teks agama yang dikaiinya. Hal ini berbeda
dengan takwil, karena takwil sepadan maknanya dengan
coloing dalam bahasa Inggris, memhr warna atau corak
dalam bahasa Indonesia. Maka takwil mencoba menielaskan
makna teks dari kacamata pembaca (interpreter\. Pembaca
dengan segala macam historisitasnya, terutama ideologi 

'?a

yang dimilikinya mempunyai daya dorong yang kuat untuk
mengungkap makna yang terkandung di dalam sebuuah
teks, sesuai dengurn wama yang didinginkannya- Pembacaan
yang sedemikian itu hasilnya akan sangat tendensius.
Subyek.tifitas akan sangat tampak lrka interpreter lebih
mengedepankan ideologi yang diperiuangkannya,
dibandingkan dengan upaya tulus mengungkap maksud dan
tujuan .penulis yang tersurat maupun tersirat dalam teks.

Al-Qur'an, di satu sisi merupakan teks agama yang
diklaim sebagai kitab suci, yang sarat akan pesan-pesan.
universal, di sisi lain al-Qulan ad alahteks yangprofane untuk
dikaji sebagaimana teks-teks lain yang tidak satupun yang
terlepas dari historisitasnya. Oleh karena itu al-Qur'an
seharur;nya dipahami makna dan kandungannya, dengan
menggunakan dua cara, yakni tahril dan talwin sekaligus.r
Hal ini dimaksudkan agar proses interpretasi dapat berjalan
secara obyektif, meski tidak mungkin dapat terlepas sama
sekali ,Cari subyektifitas interpreter. Dan dengan demikian
interpretasi yang obyektiif akan menghasilkan interpretasi
yang produktif. Paling tidak mendekati maksud dan tujuan
penulis atau author. khtngga takwil adalah sebuah proses
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berfikir yang melampaui dua dunia, yaitu dunia penulis dan
dunia interpreter, atau dengan bahasa Abu Zayd, takwil
adalah circle asal dan tujuary atau circle makr.a asal dan
signifikansi.

Keberanian Abu Zayd menggugah wacana keagamaan
yang sudah mapary merupakan hasil keria kerasnya yang
cukup panjang dalam mengamati realitas wacana
keagamaan Islam, disertai dengan dialog yang intens
terhadap paradigm ilmu hermeneuties, termasuk di
dalamnya filsafat, bahasa dan sastra, sains serta ilmu sosial.
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